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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Persepsi Dosen PPKn FIS
UNM terhadap eksistensi Dewan Pengawas KPK RI dan (2)Pandangan Dosen
PPKn FIS UNM terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi pasca disahkannya
revisi kedua Undang-Undang KPK. Peneliti menggunakan jenis penelitian
deskriptif dan pendekatan kualitatif, sumber data primer yaitu 6 responden dari
Dosen PPKn FIS UNM dan 1 orang narasumber dan lembaga negara KPK RI.
Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, naskah akademik revisi kedua
KPK, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan internet.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1)Persepsi sebagian Dosen PPKn
FIS UNM menolak adanya Dewan Pengawas KPK karena dianggap dapat
menghambat proses pemberantasan korupsi dan persepsi sebagian Dosen PPKn
FIS UNM mendukung adanya Dewan Pengawas KPK dengan pertimbangan agar
ada kontrol kekuasaan terhadap KPK, 2)Dosen PPKn FIS UNM berpandangan
bahwa perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan
kewenangan KPK, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan
tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan
korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi sampai ke
pelosok daerah.
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PENDAHULUAN
Korupsi merupakan salah satu
permasalahan krusial yang sedang
dialami oleh negara Indonesia pada
saat ini. Tindak pidana korupsi
diartikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan dengan memanfaatkan
jabatan, kesempatan atau fasilitas yang
ada padanya untuk memperkaya atau
menguntungkan diri sendiri maupun
orang lain maupun atau korporasi
sehingga merugikan keuangan atau
perekonomian negara.1
Beragam upaya dilakukan oleh
aparat penegak hukum (APH) untuk
melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi yang terjadi hampir di
semua sektor, baik pemerintahan
maupun swasta. Salah satu upaya
pemerintah untuk menangani kasus
korupsi adalah dengan membentuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
yang bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun
dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya.2
Dalam perkembangan upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi,
Undang-Undang (UU) yang menjadi
payung hukum bagi KPK mengalami
perubahan sebanyak dua kali.
Perubahan pertama UU KPK tersebut
menyoal komposisi komisioner KPK
yang tidak lengkap3 sehingga Presiden
1 Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun
1999).
2 Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002.
3 Poin menimbang, huruf (a) pada konsideran
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu)
yang pada akhirnya disetujui menjadi
sebuah UU4 untuk mengatasi
persoalan tersebut.
Perubahan kedua UU KPK
memiliki banyak sekali perubahan
dibandingkan dengan UU KPK
sebelumnya dan menimbulkan pro dan
kontra di kalangan masyarakat, baik
mahasiswa maupun dosen, organisasi
atau individu pemerhati hukum,
korupsi dan KPK, golongan awam,
politisi, bahkan organisasi pemerhati
lingkungan.
Kehadiran Dewan Pengawas KPK
dengan sejumlah kewenangannya,
merupakan salah satu poin yang
terdapat dalam revisi kedua UU KPK
yang kontroversial. Beragam diskusi
publik yang mengundang pihak pro
dan kontra diadakan oleh berbagai
pihak untuk mencoba memahami
tujuan kehadiran Dewan Pengawas
KPK.
Sebagian pihak menilai bahwa
kewenangan Dewan Pengawas KPK





menghambat kinerja KPK dalam
melaksanakan tugasnya.5
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 2015)
4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun
2015)
5 ICW. “Jalan Kelam Pemberantasan




Republik Indonesa (DPR RI) menilai
bahwa Dewan Pengawas KPK
diperlukan untuk mengontrol KPK





pandangan berbagai pihak tentang
kewenangan Dewan Pengawas KPK
sebagaimana yang tercantum dalam
pasal Pasal 37B ayat (1) revisi kedua
UU KPK, membuat peneliti tertarik
untuk meneliti bagaimana pendapat
Dosen PPKn FIS UNM sebagai civitas
akademika terkait eksistensi Dewan
Pengawas KPK dengan penelitian
berjudul “Persepsi Dosen PPKn FIS
UNM Tentang Eksistensi Dewan
Pengawas KPK Dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas





Matlin dan Solso berpendapat
bahwa, persepsi adalah suatu proses
penggunaan pengetahuan yang telah
dimiliki seseorang (yang disimpan
dalam ingatan) untuk mendeteksi atau
memperoleh dan menginterpretasi
stimulus/rangsangan yang diterima
oleh alat indera.7 Memori seseorang
dalam hal ini terkait pengetahuan
sangat berperan dalam menentukan
penafsiran seseorang.
6 DPR RI. 2019. Naskah kajian akademik
RUU revisi kedua Undang-Undang KPK.
Jakarta, halaman 58-59.
7 M Baihaqi. 2016. Pengantar Psikologi
Kognitif. Cetakan ke-1. Bandung: Refika
Aditama, halaman 20.
b. Berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi persepsi seseorang
Sarlito Wirawan Sarwono
berpendapat bahwa setiap individu
maupun kelompok dapat berbeda
persepsi dikarenakan oleh faktor-
faktor sebagai berikut; (1)tingkat
perhatian individu atau kelompok
terhadap suatu obyek mengingat daya
serap indera dan saraf terbatas,
(2)kesiapan mental dalam menerima
stimulus atau rangsangan tersebut,
(3)kebutuhan maupun kepentingan
setiap individu atau kelompok yang
berbeda satu sama lain dalam
menanggapi rangsangan, (4)sistem
nilai yang berlaku atau dianut oleh
individu maupun kelompok tersebut,
(5)kepribadian setiap orang dan
(6)kemungkinan adanya gangguan
kejiwaan yang dialami oleh individu




mengartikan legal opinion sebagai
sekumpulan dokumen tertulis yang
dijadikan padanan aplikasi bagi para
pengacara atau pengertian pendapat
hukum yang berkaitan dengan
berbagai masalah hukum dari para
pihak terkait sesuai dengan fakta-
faktanya.9 Objek yang timbul dari
legal opinion berasal dari suatu
fenomena yang sangat dilematis yang
disebabkan oleh implikasi hukum itu
sendiri dan menjadi topik pembicaraan
dalam masyarakat.
8 Sarlito W Sarwono. 2019. Pengantar
Psikologi Umum. Cetakan ke-1. Jakarta:
Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, halaman
103-106.
9 Hamzah Halim. 2015. Cara Praktis
Menyusun dan Memahami Legal Audit dan
Legal Opinion. Cetakan ke-1. Jakarta:
Kencana, halaman 201.
Polemik tersebut yang timbul dan
disuguhkan oleh berbagai media
mengundang animo masyarakat dan
para intelektual akademisi serta
praktisi hukum untuk memfokuskan
perhatiannya terhadap kasus yang
dimaksud, terutama untuk dikritisi
secara yuridis, filosofis, sosiologis dan
politis. Pada tingkatan ini, timbul
pembentukan pendapat hukum dalam
masyarakat yang dikemas dalam
format legal opinion.
3. Kewenangan dan Wewenang
Henry Campbell Black
mengemukakan bahwa kewenangan
atau wewenang adalah kekuasaan
hukum, hak untuk memerintah atau
bertindak; hak atau kekuasaan pejabat
publik untuk mematuhi aturan hukum
dalam lingkup melaksanakan
kewajiban publik.10
Wewenang sebagai konsep hukum
publik sekurang-kurangnya terdiri dari
3 komponen yakni (1)pengaruh, yang
dimaksudkan untuk mengendalikan
perilaku subjek hukum agar tidak
menggunakan wewenangnya di luar
tujuan yang telah ditentukan peraturan
perundang-undangan, (2)dasar hukum,
sebagai landasan penggunaan
wewenang oleh pejabat negara dan
(3)konformitas hukum, yang
menghendaki agar setiap tindakan
pejabat negara mempunyai tolak ukur
atau standar yang bersifat umum untuk
semua jenis wewenang yang
bertumpuk pada legalitas tindakan.11
Kewenangan bersumber dari
pemberian suatu peraturan perundang-
undangan kepada pejabat atau
lembaga negara (atribusi), pelimpahan
10 Abdul Latif. 2016. Hukum Administrasi
dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Edisi
Kedua. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana,
halaman 6-7.
11 Ibid. Halaman 7.
wewenang dari pejabat atau lembaga
negara ke pejabat atau lembaga negara
yang lain (delegasi) dan transfer
wewenang dari pejabat atau lembaga
negara yang dikenal dengan nama
mandans kepada pejabat atau lembaga
negara yang lain yang disebut
mandataris untuk bertindak atas nama
mandans. Pertanggungjawaban
wewenang dilihat dari segi sumber








harus berdasar pada asas legalitas,
artinya seorang pejabat negara atau
lembaga negara dalam melaksanakan
tugasnya selalu berlandaskan atau
mendapat legitimasi peraturan
perundang-undangan. Kewenangan
tersebut memuat hak dan kewajiban
untuk melakukan tindakan-tindakan
hukum tertentu, yang diberikan oleh
badan pembuat aturan kepada subjek
pelaksana.13
Bagir Manan berpendapat bahwa
wewenang dalam bahasa hukum tidak
sama dengan kekuasaan (macht).
Kekuasaan hanya menggambarkan hak
untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan wewenang dalam
pengertian hukum berarti sekaligus
hak dan kewajiban.14
b. Konsep wewenang dalam
penegakan hukum
Hikmahanto Juwono menyatakan
di Indonesia secara tradisional institusi
12 Ibid. Halaman 13-17
13 Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi
Negara Edisi Revisi. Cetakan ke-12. Jakarta:
PT Raja Grafindo Perkasa, halaman 97-98.
14 Ibid.
hukum yang melakukan penegakan
hukum adalah kepolisian, kejaksaan,
badan peradilan dan advokat. Di luar
institusi tersebut masih ada
diantaranya; Direktorat Jenderal Bea
Cukai, Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Imigrasi.15 Aparat
atau institusi penegak hukum
bertindak sesuai dengan peraturan
yang memberinya wewenang untuk
bertindak, sesuai dengan ranahnya dan
dapat berkoordinasi dengan aparat
atau institusi penegak hukum yang lain
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penegakan hukum oleh aparat atau
institusi hukum dilakukan berdasarkan
pembagian ranah pidana atau perdata
atau delik khusus seperti korupsi dan
terorisme, wilayah atau ruang
kewenangan, dan subjek hukum yang
menjadi kewenangan aparat atau
institusi penegak hukum. Pembagian
konsep wewenang penegakan hukum
penting agar setiap aparat atau institusi
penegak hukum mengetahui porsi
tugasnya masing-masing dan tidak
bertabrakan dengan ranah kerja aparat
atau institusi lain dan subjek hukum
mendapat proses penegakan hukum
yang sesuai dengan aturan yang
berlaku.
4. Korupsi dan Upaya
Pemberantasannya
a. Pengertian Korupsi
Korupsi merupakan salah satu
tindak pidana yang terjadi di Indonesia
secara sistematik dan dikategorikan
sebagai kejahatan luar biasa atau
dikenal dengan istilah extraordinary
15 Sanyoto. 3 September 2008. Penegakan
Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum.
Nomor 3 Volume 8 halaman 1.
crime dan membutuhkan penanganan
yang serius pula.16
Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mengartikan
tindak pidana korupsi adalah setiap
orang orang yang dikategorikan
melawan hukum, melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri,
menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan
maupun kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan
keuangan atau perekonomian negara.17
Henry Campbell Black
berpendapat bahwa korupsi adalah
perbuatan seorang pejabat yang secara
melanggar hukum menggunakan
jabatannya untuk mendapatkan suatu
keuntungan yang berlawanan dengan
kewajibannya.18
David M. Chalmer menguraikan
pengertian korupsi dalam berbagai
bidang, antara lain menyangkut
masalah penyuapan yang berhubungan
dengan manipulasi di bidang ekonomi,
dan menyangkut bidang kepentingan
umum.19
b. Upaya Pemberantasan Korupsi
oleh Kepolisian
Kepolisian merupakan salah satu
lembaga negara yang memiliki fungsi
di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan
16 Ikhwan Fahrojih. 2016. Hukum Acara
Pidana Korupsi. Cetakan ke-1. Malang:
Penerbit Setara Press, halaman 2.
17 Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun
1999).
18 Elwi Danil. 2014. Korupsi Konsep, Tindak
Pidana dan Pemberantasannya. Cetakan ke-3.
Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.
19 Ibid. Halaman 4.
hukum, perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat.20
Polisi sebagai pelaksana tugas fungsi
kepolisian memiliki peran dalam hal
upaya penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi sebagai
penyelidik dan penyidik.21
KPK dalam upaya melakukan
pemberantasan korupsi, berwenang








untuk melakukan serangkaian tindakan
guna membantu KPK mengungkap
kasus dugaan tindak pidana korupsi
yang sedang diusut sebagai bentuk
sinergitas antar sesama lembaga
penegak hukum, khususnya dalam hal
pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Upaya Pemberantasan Korupsi
oleh Kejaksaan
Kejaksaan memiliki tugas di
bidang pidana adalah untuk;
(1)melakukan penuntutan, (2)
melaksanakan penetapan hakim
maupun putusan pengadilan yang
sudah memperoleh kekuatan hukum
tetap, (3)Melakukan pengawasan
20 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun
2002).
21 Pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Nomor 76 Tahun 1981).
22 Pasal 12 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun
2019).
terhadap pelaksanaan putusan pidana




(5)melengkapi berkas perkara tertentu
dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum ke
pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.23 Jaksa sendiri dapat
diartikan sebagai orang atau pejabat
yang melaksanakan tugas dan
wewenang kejaksaan.
Wewenang kejaksaan dalam hal
penyidikan hanya dilakukan
berdasarkan pemberian kewenangan
dari Undang-Undang tertentu atau
kasus-kasus tertentu misalnya kasus
korupsi.24
Jaksa juga memiliki peran yang
penting dalam upaya pemberantasan
korupsi, selain terlibat dalam proses
penyidikan juga melakukan
penuntutan terhadap terdakwa kasus
korupsi dengan ancaman pidana yang
berat sesuai dengan alat bukti dan
barang bukti yang diterima dari pihak
kepolisian maupun yang ditemukan
dalam persidangan. Jaksa dituntut
untuk berani, jujur dan berintegritas
tinggi dalam upaya pemberantasan
korupsi.
d. Upaya Pemberantasan Korupsi
oleh KPK
KPK merupakan lembaga khusus
pemberantasan tindak pidana korupsi
23 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67).
24 Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 2).
yang dibentuk25 dan memiliki
kewenangan melakukan koordinasi
dan supervisi, termasuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan, sedangkan mengenai
pembentukan, susunan organisasi, tata
kerja dan pertanggungjawaban, tugas
dan wewenang serta keanggotaannya
diatur dengan Undang-undang.26
KPK dibentuk sebagai akibat dari
kurang efisiennya dan banyaknya
hambatan yang temui dalam upaya
pemberantasan korupsi menggunakan
cara konvensional. KPK dibentuk tak
lain sebagai terobosan untuk
memberantas korupsi menggunakan
metode penegakan hukum secara luar
biasa melalui pembentukan suatu
badan khusus yang mempunyai
kewenangan luas, independen serta
bebas dari kekuasaan manapun dalam
upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi, yang pelaksanaannya




yang dilakukan oleh KPK diatur oleh
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137)
dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
25 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001).
26 Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun
2002).
27 Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun
2002).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197).
Undang-Undang terkait KPK ini
memberikan kewenangan kepada KPK
untuk melakukan tindakan atas nama
lembaganya sendiri dalam hal
penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan terhadap dugaan praktik
korupsi dengan bekerjasama dengan
institusi penegak hukum yang lain
seperti kepolisian dan kejaksaan.28
Kewenangan KPK dalam
menangani kasus korupsi senantiasa
berlandaskan pada asas kepastian
hukum, keterbukaan, akuntabilitas,
kepentingan umum, proporsionalitas,
dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia.29 Asas ini dijunjung KPK
sebagai bentuk pertanggungjawaban
kinerja kepada publik dan juga
supremasi hukum.
5. Konsep Pengawasan KPK
M. Manulang berpendapat bahwa
pengawasan adalah suatu proses untuk
menetapkan pekerjaan apa yang sudah
dilaksanakan, menilainya dan
mengoreksinya bila perlu dengan
maksud supaya pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan rencana semula.30
Pengawasan dilakukan untuk
28 Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Nomor 197 Indonesia
Tahun 2019).
29 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 197
Tahun 2019).
30 H Bohari. 1995. Pengawasan Keuangan
Negara. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, halaman 3-4.
memperoleh kepastian apakah suatu
pekerjaan telah dilakukan sesuai
dengan semestinya dan apabila ada
kelemahan atau kesulitan maupun




kemungkinan terjadinya kesalahan di
masa yang akan datang dengan cara
membandingkan praktik di lapangan
dengan teori/aturan yang menjadi
pedoman pelaksanaan sesuatu.
a. Sistem Pengawasan KPK sebelum
revisi kedua Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
KPK
Sistem pengawasan KPK
dilakukan oleh bagian internal KPK
yang disebut dengan nama Bidang
Pengawasan Internal dan Pengaduan
Masyarakat.31
Bidang tersebut memiliki fungsi:
(1)Perumusan kebijakan pada sub
bidang Pengawasan Internal dan
Pengaduan masyarakat, (2)
Pelaksanaan pengawasan internal
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang
ditetapkan Pimpinan, (3)Penerimaan
dan penanganan laporan/pengaduan
dari masyarakat tentang dugaan tindak
pidana korupsi yang disampaikan
kepada KPK, baik secara langsung
maupun tidak langsung, (4)
Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
dan pembinaan sumber daya di
lingkungan Deputi Bidang
31 Pasal 26 Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019).
Pengawasan Internal dan Pengaduan
Masyarakat, (5)Koordinasi,
sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaksanaan hubungan kerja pada
bidang Pengawasan Internal dan
Pengaduan Masyarakat dan
(5)Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidangnya.32
b. Sistem Pengawasan KPK setelah
revisi kedua Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
KPK
KPK memiliki sistem pengawasan
yang melembaga pasca disahkannya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Nomor
197 Tahun 2019), yang dikenal
dengan nama Dewan Pengawas KPK.
Proses penetapan anggota Dewan
Pengawas KPK dilakukan oleh Panitia
Seleksi yang ditetapkan oleh Presiden
dengan jumlah 9 orang. Adapun
komposisi Panitia Seleksi tersebut
adalah 4 orang dari unsur masyarakat
dan 5 orang dari unsur pemerintah.33
Masyarakat diberikan kesempatan
untuk memberikan tanggapan terhadap
calon anggota Dewan Pengawas yang
diumumkan oleh Panitia Seleksi dalam
jangka waktu 1 bulan.34
32 Deputi PIPM KPK. Tentang Deputi
Pengawasan Internal dan Pengaduan




33 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan
Dewan Pengawas KPK (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020)
34 Pasal 7 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan
Dewan Pengawas KPK (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020)
Calon anggota Dewan Pengawas
KPK akan melalui 3 unsur seleksi,
yakni unsur kompetensi, integritas dan
keteladanan. Mereka yang lolos
seleksi sebanyak 10 orang, selanjutnya
diserahkan kepada Presiden untuk
dikonsultasikan ke DPR. Presiden
kemudian menetapkan Dewan
Pengawas KPK berjumlah 5 orang
paling lama 14 hari kerja terhitung
sejak konsultasi dilakukan dengan
DPR.35
Dewan Pengawas KPK memiliki
sejumlah tugas, yakni: (1)Mengawasi
pelaksanaan tugas dan wewenang
Komisi Pemberantasan Korupsi,
(2)Memberikan izin atau tidak
memberikan izin penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan,
(3)Menyusun dan menetapkan kode
etik Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi, (4)Menerima
dan menindaklanjuti laporan dari
masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan
dan Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi atau pelanggaran ketentuan
dalam Undang-Undang ini, (5)
Menyelenggarakan sidang untuk
memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan
dan Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi dan (5)Melakukan evaluasi
kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi secara berkala
satu kali dalam satu tahun.36
35 Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan
Dewan Pengawas KPK (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020)
36 Pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 197 Tahun 2019).
METODE PENELITIAN
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan jenis




sesuai dengan apa adanya.37 Peneliti
menggunakan jenis penelitian
kualitatif agar dapat memperoleh data
yang bersifat natural dan alamiah serta
tanpa rekayasa karena tidak
melibatkan unsur atau variabel lain




Bogdan & Taylor (1990), yakni
prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan berperilaku yang dapat
diamati yang diarahkan pada latar dan
individu secara utuh.38 Peneliti
menggunakan pendekatan penelitian
deskriptif untuk memaparkan data apa
adanya atau murni, tanpa manipulasi
maupun memberikan komentar
terhadap data yang diperole.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di
Universitas Negeri Makassar, Fakultas
Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan yang
terletak di Jalan A.P. Pettarani Kota
Makassar. Lokasi ini dipilih
dikarenakan responden dalam
penelitian ini sering berada di lokasi
tersebut sehingga memudahkan
peneliti dalam melakukan penelitian.
37 Nyoman Dantes. 2012. Metode Penelitian.
Cetakan ke 1. Yogyakarta: CV Andi Offset,
halaman 51.
38 Imam Gunawan. 2014. Metode Penelitian
Kualitatif: Teori dan Pratik. Cetakan ke 2.
Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 82.
3. Tahap-tahap Penelitian
Adapun tahapan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Tahap Perencanaan
Tahap ini merupakan proses awal
di mana peneliti menyusun rancangan
penelitian yang nantinya dijadikan
sebagai acuan daam melakukan
penelitian. Adapun langkah-langkah
penyusunan rancangan penelitian
adalah sebagai berikut; (1)Pemilihan
dan penentuan permasalahan yang
akan diteliti, (2) latar belakang
penelitian, (3)Rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian,
(4)Tinjauan pustaka dan kerangka




pengumpulan data, pengelolaan data,
analisis data dan pengambilan
kesimpulan.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini melibatkan 6 dosen
jurusan PPKn FIS UNM yang berlatar
belakang keilmuan hukum pidana,
administrasi negara dan tata negara
sebagai responden, Aminuddin Ilmar
dan KPK sebagai narasumber.
Adapun hasil penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Persepsi Dosen PPKn FIS UNM
terhadap Eksistensi Dewan
Pengawa KPK
a. Tentang Pemberian Izin Penyadapan,
Penggeledahan dan Penyitaan
Sebagian Dosen PPKn FIS UNM
dan narasumber berpendapat bahwa
kewenangan Dewan Pengawas KPK
dalam memberikan/tidak memberikan
izin penyadapan, penggeledahan dan
penyitaan, dianggap dapat
mempersulit KPK dalam mengusut
sebuah dugaan kasus korupsi.
Konfirmasi atas izin tersebut dalam
jangka waktu 1x24 jam di khawatirkan
dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk
membocorkan rencana tersebut.
Dewan Pengawas KPK dinilai
seharusnya tidak mencampuri urusan
penegakan hukum, melainkan fokus
terhadap penegakan kode etik KPK.
Sebagian Dosen PPKn FIS UNM
dan narasumber menyebut bahwa
penyidik dan penyelidik KPK memang
harus memerlukan izin sebelum
melakukan penyadapan,
penggeledahan dan penyitaan agar
tidak terjadi pelanggaran terhadap hak
asasi manusia (HAM), yang mana hal
tersebut juga adalah salah satu
prinpsip yang dipegang oleh KPK.
Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber mengkritisi tidak adanya
aturan tentang mekanisme penyadapan,
penggeledahan dan penyitaan dalam
kondisi darurat yang mengharuskan
penyidik dan/atau penyelidik KPK
melakukan hal tersebut.
b. Tentang Penegakan Kode Etik KPK
Dosen PPKn FIS UNM menyebut
bahwa Dewan Pengawas KPK perlu
secara tegas mengawasi perilaku
setiap insan KPK agar senantiasa
sesuai dengan kode etik yang berlaku.
Ketegasan dan profesionalisme Dewan
Pengawas KPK harus ditonjolkan
demi terciptanya citra KPK yang
positif dan berintegritas dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya.
c. Tentang Pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku KPK
Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber menyebut bahwa setiap
dugaan pelanggaran kode etik KPK
harus di usut sampai tuntas dan
dilakukan evaluasi agar kejadian
serupa tidak terjadi di masa yang akan
datang.
Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber mengapresiasi adanya
Majelis Kehormatan dan Kode Etik
(MKKE) KPK yang terdiri dari 5
orang, yakni Dewan Pengawas KPK,
akademisi dan praktisi hukum yang
bertugas untuk menangani indikasi
pelanggaran kode etik oleh oknum
Dewan Pengawas KPK mengingat
Dewan Pengawas KPK juga tidak
luput dari kemungkinan melakukan
kesalahan yang merupakan
pelanggaran terhadap kode etik KPK.
d. Evaluasi Kinerja Pimpinan dan
Pegawai KPK
Dosen PPKn FIS UNM menyebut
bahwa KPK perlu melakukan evaluasi
secara berkala terkait kinerjanya
selama ini agar dapat diambil langkah-
langkah dan kebijakan supaya
berbagai usaha pemberantasan tindak
pidana korupsi semakin efektif.
2. Persepsi Dosen PPKn FIS UNM
Terhadap Upaya Pemberantasan
Korupsi Pasca Revisi Kedua UU
KPK
Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber mengusulkan agar KPK
memiliki aturan yang membolehkan
penyidik dan penyelidik KPK untuk
melakukan penyadapan,
penggeledahan dan penyitaan dalam
kondisi tertentu dimana terdapat




Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber berharap agar kiranya
KPK semakin diperkuat posisinya
sebagai lembaga negara yang khusus
untuk memberantas korupsi dan KPK
memiliki sumber daya manusia (SDM)
termasuk penyidik, penyelidik dan
DeWas KPK yang berkompeten dan
berintegritas serta sarana dan
prasarana yang memadai dalam
mengusut berbagai modus tindak
pidana korupsi yang melibatkan
teknologi canggih.
Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber menyarankan agar KPK
senantiasa berkoordinasi dan
bekerjasama dengan APH lainnya
serta masyarakat agar upaya
pemberantasan korupsi yang meliputi
pencegahan dan penindakan semakin
efektif dan optimal.
PEMBAHASAN
1. Persepsi Dosen PPKn FIS UNM
terhadap Eksistensi Dewan
Pengawa KPK
Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber berpandangan bahwa
setiap lembaga negara perlu diawasi
agar tidak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan.
Sebagian dosen PPKn FIS UNM
berpandangan bahwa Dewan
Pengawas KPK diperlukan dalam
rangka fungsi pengawasan yang lebih
optimal terhadap kinerja KPK.
Sebagian Dosen PPKn FIS UNM
dan narasumber berpandangan bahwa
kewenangan Dewan Pengawas KPK
seharusnya tidak mencampuri urusan
penegakan hukum, yakni dalam hal ini




Pengawas KPK dianggap idealnya
lebih baik hanya menangani dan
menegakkan kode etik KPK.
Penegakan Kode Etik KPK tentu
harus menjadi salah satu prioritas KPK
agar citra KPK semakin baik serta
pelanggaran yang dilakukan oleh insan
KPK terbilang minim. Penindakan
terhadap insan KPK yang diduga
melanggar kode etik harus diusut
sampai tuntas tanpa pandang bulu.
Kehadiran MKKE yang bertugas
menangani dugaan pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh oknun
DeWas KPK adalah sesuatu yang baik.
Komposisi MKKE yang terdiri
dari DeWas KPK, akademisi dan
praktisi hukum dianggap hal positif
karena merupakan wujud komitmen
KPK untuk mencegah terjadinya
konflik kepentingan atar sesama
anggota Dewan Pengawas KPK.
Ketentuan ini juga dirumuskan untuk
untuk menjamin independensi dan
imparsialitas dalam menyidangkan
perkara dugaan pelanggaran etik
tersebut. Kehadiran MKKE ini dapat
meningkatkan kepercayaan publik
terhadap independensi KPK, utamanya
Dewan Pengawas KPK.
Dosen PPKn FIS UNM dan
narasumber menyebut KPK mesti
melakukan evaluasi secara berkala
untuk memetakan apa saja yang mesti
diperbaiki dan ditingkatkan dari
kinerja KPK selama ini agar upaya
pemberantasan korupsi kedepannya
semakin efektif dan maksimal.
2. Persepsi Dosen PPKn FIS UNM
Terhadap Upaya Pemberantasan
Korupsi Pasca Revisi Kedua UU
KPK
Panitia Seleksi dalam melakukan
proses seleksi calon anggota Dewan
Pengawas KPK, diharapkan benar-
benar netral dari kepentingan pribadi
atau kelompok yang bersifat politis,
agar anggota Dewan Pengawas KPK
yang terpilih nantinya, merupakan
orang-orang yang berkompeten dan
berintegritas tinggi sehingga mampu
melaksanakan tugas dan






rekomendasi atau peringatan kepada
oknum yang terindikasi akan
melakukan korupsi. Upaya preventif
seperti bekerjasama dengan pihak





dilakukan KPK juga diharapkan
bersifat mampu memberikan efek jera
kepada pelaku dengan penindakan
yang tegas dan konsisten agar pelaku
tidak mengulangi perbuatan serupa
dan tidak menimbulkan kasus yang
sama.
KPK diharapkan berinovasi dalam
hal instrumen-instrumen pemidanaan,
utamanya untuk mengoptimalkan
pengembalian kerugian negara serta
pemulihan aset hasil tindak pidana
korupsi serta memperkuat dan
memperbaharui sarana dan prasarana
KPK dalam melakukan tugas dan
wewenangnya.
Pemerintah Indonesia diharapkan
memperhatikan substansi hukum yang
menjadi landasan pemberantasan
tindak pidana korupsi agar tidak
tumpang tindih, semakin memperkuat
aparat penegak hukum, khususnya
KPK dalam melakukan upaya
pemberantasan korupsi dan yang
maksimal dan lebih efektif.
KESIMPULAN
1. Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS
UNM menolak adanya Dewan
Pengawas KPK karena dianggap dapat
menghambat proses pemberantasan
korupsi dan persepsi sebagian Dosen
PPKn FIS UNM mendukung adanya
Dewan Pengawas KPK dengan
pertimbangan agar ada kontrol
kekuasaan terhadap KPK.
2. Dosen PPKn FIS UNM
berpandangan agar dilakukan revisi
Undang-Undang KPK yang semakin
menguatkan kewenangan KPK dalam
memberantas korupsi, mendukung
KPK agar independen dalam
menjalankan tugasnya serta
mendorong KPK melakukan tindakan-
tindakan pencegahan korupsi dengan
sosialisasi dan kerjasama dengan
berbagai instansi seperti lembaga
pendidikan, kejaksaan dan kepolisian
dan organisasi masyarakat sampai ke




Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan masukan bagi lembaga
eksekutif maupun lembaga legislatif
untuk melakukan pengkajian terhadap
Undang-Undang KPK sehingga dapat
melakukan revisi terkait aturan yang
berkaitan dengan KPK agar upaya
pemberantasan korupsi lebih efektif
dan lebih maksimal.
SARAN
1. Pemerintah senantiasa melibatkan
dan memperhatikan aspirasi
masyarakat dalam proses perancangan
Undang-Undang terkait KPK maupun
dalam proses pengangkatan calon
anggota Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengawas KPK dalam
melaksanakan tugas dan
wewenangnya harus benar-benar
bekerja dengan profesional dan
berintegritas tinggi tanpa disertai
kepentingan pribadi atau kepentingan
kelompok maupun yang bersifat
politik.
3. KPK juga perlu melakukan upaya
preventif secara maksimal selain
penindakan korupsi dengan pemberian
peringatan terhadap oknum yang
diduga akan terindikasi korupsi,
sosialisasi serta diskusi antikorupsi di
institusi pendidikan.
4. Masyarakat secara umum dan
akademisi secara khusus, hendaknya
tetap memantau dan mengkritisi
kinerja KPK agar upaya
pemberantasan korupsi kedepannya
semakin baik dan maksimal.
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